SALINAN

WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER KOTA SAMARINDA

Menimbang

Mengingat

TAHUN 2023-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

: a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan
Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67
Tahun 2011, Pemerintah Daerah diamanatkan untuk
melaksanakan strategi pembangunan dengan
mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi
integral dari perencanaan, penyusunan pelaksanaan,
pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan
kegiatan pembangunan di daerah;

.bahwa sesuai dengan Peraturan daerah Kota Samarinda

Nomor 2 tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender dalam
Pembangunan Daerah, Pokja PUG diamanatkan untuk
menyusun Rencana Aksi daerah Pengarusutamaan gender di
daerah;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam hurufa dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali
Kota tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender
Kota Samarinda Tahun 2023-2027;

.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9),
Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah
Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959
tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II



10.

11.

12.

di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2756);

.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Nrgara Republik Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
lembaran Negara Republik 4817);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-
2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011
tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan
Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 927);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2020
tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan
Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda tahun 2020
Nomor 13);
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA AKSI DAERAH

PENGARUSUTAMAAN GENDER KOTA SAMARINDA TAHUN 2023-
2027.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1.
2.
3.

10.

11.

12.

Daerah adalah Kota Samarinda.
Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah.

Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran dan tanggung
jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah
oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.

Pengarusutamaan Gender di daerah yang selanjutnya disebut PUG adalah
strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi
integral dari perencanaan, penyusunan pelaksanaan, pemantauan, dan
evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah.

Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut
RANDA PUG merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam
upaya melaksanakan strategi pembangunan dengan mengintegrasikan gender
menjadi satu kesatuan dimensi integral.

Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan
untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar
mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial
budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil
pembangunan.

Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami
pembagian kerja/peran laki-laki den perempuan, akses kontrol terhadap
sumber-sumber daya  pembangunan, partisipasi dalam  proses
pembangunan, dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara
laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanannya
memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosiai, ras, dan suku bangsa.

Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai
kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian
pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan
perempuan dan laki-laki.

Anggaran Responsif Gender (ARG) adalah penggunaan atau pemanfaatan
anggaran yang berasal dari berbagai sumber pendanaan untuk mecapai
kesetaraan dan keadilan gender.

Focal Point PUG adalah aparatur Perangkat Daerah (PD) yang mempunyai
kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di Unit kerjanya
masing-masing.

Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja
PUG adalah wadah konsultasi bagi pekaksana dan penggerak
pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah.



13. Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Kota Samarinda,

selanjutnya disebut RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan
daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

14. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Samarinda yang selanjutnya

disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu)
tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.

15. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan

Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5
(lima) tahun.

BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2

RANDA PUG merupakan dokumen yang disusun sebagai pedoman arah
pengembangan pengarusutamaan gender agar selaras dengan pembangunan visi
dan misi Kota Samarinda dengan materi muatan:

a.

b
C.
d

perencanaan,

. pelaksanaan;

pemantauan; dan

. evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah.

BAB III
TUJUAN
Pasal 3

Tujuan pengaturan RANDA PUG adalah untuk:

a.

(1)

sebagai panduan, arahan di dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan
dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi
pembangunan yang responsif gender;

. mengefektifkan pelaksanaan strategi PUG secara lebih konkrit dan terarah

untuk menjamin agar perempuan dan laki-laki memperoleh akses,
partisipasi, mempunyai kontrol dan memperoleh manfaat yang adil dari
pembangunan, serta berkontribusi pada terwujudnya keadilan dan kesetaraan
gender ; dan

memperkuat sistem dan komitmen lembaga/instansi di Kota Samarinda dalam
mengimplementasikan strategi PUG.

BAB IV
SISTEMATIKA
Pasal 4

RANDA PUG Kota Samarinda disusun dengan sistematika penulisan sebagai
berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

BAB II ANALISA SITUASI PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KOTA
SAMARINDA

BAB III RENCANA AKSI PENGARUSUTAMAAN GENDER
BAB IV PENUTUP

(2) RANDA PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.



BAB YV
PEMANTUAN DAN EVALUASI
Pasal 5

(1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Samarinda selaku
ketua Pokja PUG, bersama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Samarinda, Inspektorat Kota Samarinda dan Badan
Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah selaku driver PPRG melakukan
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RANDA PUG Kota Samarinda secara
berkala.

(2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dapat dilakukan melalui kerjasama
dengan perguruan tinggi, unsur non pemerintah

(3) Pemantauan RANDA PUG dilakukan setiap 6 bulan sekali
(4) Evaluasi RANDA PUG dilakukan setiap 1 tahun sekali.

(5) Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RANDA PUG dilaporkan kepada
Wali Kota.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda

pada tanggal 4 Januari 2023

WALI KOTA SAMARINDA,
ttd

ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 4 Januari 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd
HERO MARDANUS SATYAWAN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2023 NOMOR: 392

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,

EKO SUPRAYETNO, S.Sos
NIP. 19680119 198803 1 002




